



KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENGATASI KONFLIK DI DESA 








Konflik antara Desa Raringis  Utara dengan Desa Ampreng terjadi sudah sejak tahun 
2008. Konflik antara kedua desa di Kecamatan Langowan Barat ini semakin meluas dikarenakan 
provokasi yang sering terjadi. Sebenarnya permasalahan ini tak terlepas dari lemahnya 
koordinasi pemerintah khususnya pemerintah kecamatan dalam mengatasi konflik yang terjadi. 
Karena jika itu dilakukan tentunya indikasi-indikasi akan terjadinya tawuran sudah dapat 
diantisipasi atau dicegah oleh Pemerintah kecamatan. Dengan menggunakan metode kualitatif 
(Gunawan, 2013), penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran pemerintah Kecamatan 
Langowan Barat Kabupaten Minahasa khususnya bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam 
mengatasi konflik yang terjadi antara Desa Raringis dengan Desa Ampreng. Koordinasi yang 
dilakukan akan dikaji dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Hasibuan (2009) tentang 
Koordinasi. Menurutnya koordinasi itu terdiri dari kordinasi vertical dan kordinasi horizontal. 
Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari sisi kordinasi horizontal yang dilakukan oleh 
pemerintah kecamatan hanya melalui media social, dan hal ini tidak efektif karena tidak 
melibatkan tokoh-tokoh adat, agama, ataupun pihak-pihak yang berkonflik. Dari sisi kordinasi 
vertical pemerintah kecamatan hanya mengandalkan kordinasi dengan pemerintah desa dan 
aparat keamanan dan bentuknya hanya kordinasi yang biasa. Hal ini menyebabkan efektifitas 
kordinasi vertikal dalam penanganan konflik kedua desa tersebut menjadi kurang efektif. 
 





The conflict between Raringis Utara Village and Ampreng Village has occurred since 2008. The 
conflict between the two villages in Langowan Barat Subdistrict has become more widespread due 
to frequent provocations. Actually this problem is inseparable from the weakness of government 
coordination, especially the sub-district government in overcoming the conflicts that occur. 
Because if that is done, of course the indications of a brawl can be anticipated or prevented by the 
sub-district government. Using qualitative methods (Gunawan, 2013), this study will examine how 
the role of the West Langowan Subdistrict government, Minahasa Regency, in particular how 
coordination is carried out in overcoming conflicts that occur between Raringis Village and 
Ampreng Village. The coordination that is carried out will be reviewed using the approach 
proposed by Hasibuan (2009) regarding Coordination. According to him, coordination consists of 
vertical coordination and horizontal coordination. The research findings illustrate that in terms of 
horizontal coordination carried out by the sub-district government only through social media, this 
is ineffective because it does not involve traditional, religious, or conflicting parties. In terms of 
vertical coordination, the sub-district government only relies on coordination with the village 
government and security forces and only takes the usual form of coordination. This caused the 
effectiveness of vertical coordination in handling the conflict between the two villages to be less 
effective. 
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Sejarah munculnya konflik di Desa Raringis  Utara dan Desa Ampreng diawali pada tahun 
2008, saat itu konflik disebabkan oleh adanya kelompok pemuda Ampreng yang berkunjung ke 
Desa Raringis  dalam acara hajatan pernikahan, dalam acara tersebut kedua kelompok pemuda 
terlibat dalam minuman keras dan akhirnya terjadi adu mulut karena saling ketersinggungaan 
yang dipengaruhi oleh minuman keras, pada saat itu lah terjadi pertikaian antara kedua warga 
desa yang berujung dengan menjadi dendam hingga sampai saat ini.  
Konflik terjadi karena dendam lama. Konflik yang terjadi di Desa Raringis  Utara dan 
Desa Ampreng yaitu konflik terjadi karena tidak terjalinnya komunikasi yang baik diantara 
kedua pihak ini. Selain itu, konflik juga terjadi karena sifat-sifat individu manusia. Sebenarnya 
dalam konflik sudah diselesaikan secara musyawarah, namun karena emosi tinggi dan sulitnya 
mengendalikan diri maka penyerangan atau perusakan pun tidak dapat terhindar. Konflik antara 
kedua desa di kecamatan langowan barat ini semakin meluas dikarenakan provokasi di tempat 
perkumpulan acara hajatan yang akibatnya kedua pihak terpancing yang melakukan perusakan 
dan menyebabkan korban jiwa. Akitab dari konflik tersebut seorang pemuda Desa Raringis  
Meninggal dunia, serta terjadi perusakan rumah antar kedua desa.  
Setiap masyarakat akan hidup tentram apabila hubungan-hubungan sosial diantara para 
anggotanya berlangsung secara teratur, menurut nilai dan norma yang berlaku. Artinya, setiap 
hubungan sosial didalam masyarakat tidak terganggu, melainkan semuanya berjalan secara 
harmonis dan tertib maka di butuhkan peran dari pihak pemerintah untuk mengatur setiap 
kehidupan social manusia.  
Dalam melaksanakan urusan Kemasyarakatan Pemerintah dituntut untuk lebih tanggap 
didalam menyikapi, mencegah serta menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah 
warganya dengan mengedepankan prinsip kebenaran tanpa harus berpihak kepada siapapun, 
Peran dan tugas Pemerintah adalah  menjaga persatuan dan kebersamaan di masyarakat yang 
beragam, keberagaman tidak akan mungkin untuk diseragamkan, namun keberagaman itu bisa 
dijaga dan dipelihara untuk menuju persatuan dan kebersamaan karena nilai persatuan dan 
kebersamaan itu jauh lebih mahal daripada sekedar hasil fisik pembangunan.  
Camat sebagai pimpinan di Wilayah Kecamatan maka tanggung jawab terletak pada 
pimpinan, Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Pasal 10 Tentang Kecamatan, 
Camat sebagai penanggungjawab Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan dan 
berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor dan/atau Komando Rayon Militer. Camat juga 
melakukan Koordinasi dengan Lurah atau Kepala Desa yang berada di wilayah kerja Kecamatan 
untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan. 
Dibutuhkan komunikasi serta kerjasama yang lebih baik antara pihak kecamatan dengan 
Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda agar 
upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan untuk mencegah tawuran 
antar kampung atau mencegah terjadinya konflik, karena kerjasama merupakan syarat mutlak 
terselenggaranya koordinasi dengan sebaikbaiknya.   
Sesuai dengan observasi sementara, ditemukan beberapa permasalahan berupa: 
Pertama, tawuran antar kampung yang terjadi di kecamatan Langowan Barat Desa Raringis  
Utara dan Desa  Ampreng, tak lepas dari lemahnya koordinasi pemerintah dalam mengatasi 
konflik yang terjadi karena sebelumya ada indikasi-indikasi akan terjadinya tawuran seharusnya 
tawuran antar kampung sudah dapat diantisipasi atau dicegah oleh pemerintah kecamatan. 
Kedua, lemahnya koordinasi vertikal dan horisontal yang di lakukan oleh Pemerintah Kecamatan 
dengan pihak terkait, khususnya dalam hal Ini Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan 
ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan`  
Jika memang koordinasi yang di lakukan oleh pemerintah kecamatan dan pihak lain 
sudah maksimal atau berjalan dengan baik maka tidak mungkin konflik antar kedua Desa 
tersebut acapkali terjadi dalam rentang waktu yang singkat. Disisi lain peneliti menyadari akan 
sangat pentingnya koordinasi pemerintah kecamatan dalam mencegah tawuran antar kampung 







DAFTAR KEPUSTAKAAN  
A. Konsep Koordinasi  
Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen. Fungsi ini dilakukan sebagai salah 
satu bentuk upaya untuk menjalin komunikasi dan sikronisasi dalam melaksanakan pekerjaan. 
Koordinasi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian (penyatuan) tujuan dan kegiatan 
perusahaan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi 
secara efisien. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan 
jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu 
tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. (Terry, 2006:23)  
Menurut E. F. L Brech dalam bukunya, The Principle And Practice Of  Management 
mengatakan koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakan tim dengan memberikan lokasi 
kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksakan 
dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. (dalam Handayaningrat, 
2002:54)   
Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan kegiatan pada 
satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang bidang fungsional) pada 
suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. (Handoko, 2003:195).  
Menurut Handoko (2003:196) fungsi koordinasi yaitu karena adanya kebutuhan akan 
koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan 
derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya. Hal ini juga ditegaskan 
oleh Handayaningrat (2002:88) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak 
dapat dipisahkan. Selain itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan 
kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain 
saling mempengaruhi.  
Terdapat 3 (tiga) tujuan koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh oleh James D. 
Thompson Handoko (2003:196), yaitu: pertama, saling ketergantungan yang menyatu (pooled 
interdependence), bilah satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain 
dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan 
yang memuaskan untuk suatu hasil akhir, kedua saling ketergantungan yang berurutan 
(sequential interdependece), di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya 
terlebih dulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja, dan ketiga  saling ketergantungan timbal 
balik (reciprocal interdependence), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan 
organisasi.   
Lebih lanjut Handoko (2003:196), juga menyebutkan bahwa derajat koordinasi yang 
tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-
faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi 
juga sangat dibutuhkan bagi organisasiorganisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.   
Menurut Hasibuan (2009:86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu:                              
a) koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh 
atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan 
tanggungjawabnya, dan b) koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan 
atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan 
penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi 
(aparat) yang setingkat.   
Menurut Hasibuan (2009:87), terdapat 3 (tiga) sifat koordinasi, yaitu: a) koordinasi 
adalah dinamis bukan statis, b) koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang 
koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran dan c) koordinasi hanya meninjau suatu 
pekerjaan secara keseluruhan.  Asas koordinasi adalah asas skala (hirarki) artinya koordinasi itu 
dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggungjawab yang disesuaikan dengan 
jenjangjenjang yang berbeda-beda satu sama lain. Tegasnya, asas hirarki ini bahwa setiap atasan 
(koordinator) harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya.  
 
B. Konsep Konflik   
Kata konflik berasal dari bahasa latin yaitu configure yang artinya saling memukul. 




perselisihan, pertentangan. Konflik adalah suatu masalah sosial yang timbul karena adanya 
perbedaan pandangan yang terjadi didalam masyarakat maupun negara. Pengertian konflik 
secara umum adalah suatu keadaan yang timbul dari macam bentuk hubungan antara manusia 
yang mengandung sifat berlawanan dalam mencapai suatu sifat.  
konflik adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain 
telah memengaruhi secara negatif atau akan segera memengaruhi secara negatif pihak lain. 
Robbins (dalam Sopiah, 2008:12). Selanjutnya dalam konflik terbuka seperti perang, pihak yang 
berkonflik dapat memanipulasi prasangka untuk mencapai tujuan politik. Perang yang 
berkepanjangan dapat terus meningkatkan dan mempertahankan prasangka. Green dalam 
Idhamsyah (2008:107)  
Karl Marx (dalam Nasrullah  Nasir, 2008:20) berpendapat bahwa konflik pada dasarnya 
muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatankekuatan produksi. Karenanya, 
begitu kekuatan-kekuatan ini dikembalikan kepada seluruh masyarakat, maka konflik dasar 
tersebut akan dapat dihapuskan.  
Max Weber (dalam Nasrullah Nasir 2008:20) berpendapat bahwa ia percaya 
pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tidak dapat 
dihilangkan. Dalam suatu tipe masyarakat masa depan, baik kapitalis, sosialis atau tipelainnya 
orang akan tetap selalu bertarung dalam memperebutkan berbagai sumber daya. Karena itu 
Weber menduga bahwa pembagian atau pembelaan sosial adalah ciri pemanen dari semua 
masyarakat yang sudah komleks, walaupun tentu saja akan mengambil bentuk dan juga tingkat 
kekerasan yang secara subtansial sangat bervariasi. Soerjono Soekanto dalam, Abu Ahmadi 
(2007:282) konflik adalah suatu proses sosial dimana orang perseorangan atau kelompok 
manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai 
dengan ancaman dan kekerasan.  
Gillin (dalam Abu Ahmadi, 2007:283) mendefinisikan konflik adalah sebagai bagian dari 
proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan (Oppositional proces) artinya, konflik 
adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-
perbedaan baik fisik emosi, kebudayaan dan perilaku.  
Konflik tidak akan bersifat ideologis, yakni dia tidak mengawali dengan pandangan 
politis bahwa konflik baik atau buruk. Dia mengatakan bahwa dia memilih konflik sebagai fokus 
berdasarkan landasan yang realistik, yakni bahwa konflik adalah proses sentral dalam 
kehidupan. (Collins dalam George Ritzer, 2012:33)  
Dari uraian pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah pertentangan 
antara dua kelompok atau individu yang disebabkan karena adanya perbedaan tujuan atau 
pandangan yang saling bertentangan sehingga dapat menumbuhkan prasangka terhadap 
kelompok lain, namun konflik tidak selalu berdampak negatif tapi juga dapat menimbulkan 
dampak positif bagi masyarakat yang berkonflik.  
Menurut William Jr., (dalam Idhamsyah, 2012:106) konflik sosial tidak terjadi begitu 
saja, karena ada faktor yang kompleks mulai dari kekuatan etnis, kelas sosial, ketidaksetaraan, 
kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, saling ketergantungan, dan intervensi 
internasional. Faktor Penyebab Konflik Antara lain:  
a. Masalah komunikasi merupakan salah satu faktor penyebab konflik, yang bisa terjadi 
pada masing-masing atau gabungan dari unsurunsur komunikasi, yaitu sumber 
komunikasi, pesan, penerima pesan dan saluran  
b. Struktur organisasi merupakan salah satu faktor penyebab konflik, yang secara potensial 
dapat memunculkan konflik. Pada setiap departemen atau fungsi dalam organisasi 
mempunyai kepentingan, tujuan dan programnya sendiri-sendiri yang seringkali 
berbeda dengan yang lain.  
c. Faktor manusia merupakan salah satu faktor penyebab konflik, sifat manusia satu 







METODE PENELITIAN  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dituangkan 
secara deskriptif (Gunawan, 2013), yang mengkaji bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh  
pemerintah Kecamatan Langowan Barat dalam mengatasi konflik yang terjadi antara Desa 
Ampreng dan Desa Raringis  Utara. Kordinasi yang dilakukan akan dilihat dengan menggunakan 
konsep yang dikemukakan oleh Hasibuan (2009) tentang bentuk kordinasi. Menurutnya 
kordinasi itu terdiri dari Koordinasi Vertikal (seperti apa kegiatan-kegiatan penyatuan, 
pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-
kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya dalam mengatasi konflik 
Desa Raringis  Utara dan Desa Ampreng), dan Koordinasi Horisontal (Bagaimana pemerintah 
kecamatan mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, 
pengarahan yang dilakukan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat dalam mengatasi 
konflik di Desa Raringis  Utara dan Desa Ampreng. Pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara dengan beberapa informan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh 
dianalisa melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan melakukan reduksi data, yang 




Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan penelitian ini di fokuskan pada 
Koordinasi Vertikal dan Horisontal yang dikemukakan oleh Hasibuan, (2009:89-87). Dimana 
Hasibuan mengatakan koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang 
dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah 
wewenang dan tanggungjawabnya. Sedangkan koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan 
tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap 
kegiatankegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam 
tingkat organisasi (aparat) yang setingkat.  
 
1. Aspek Koordinasi Vertikal  
Pada pengertian lain mengenai Koordinasi Handoko Mendefinisikan koordinasi 
(coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada 
satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidangbidang fungsional) suatu organisasi untuk 
mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko kebutuhan akan koordinasi 
tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling 
ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya. (Handoko 2003:195) Tetapi Jika 
melihat makna soal koordinasi vertikal yang disampaikan oleh Hasibuan bahwa koordinasi 
vertikal diartikan sebagai tindakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dari atas 
kebawah di dalam suatu lingkungan organisasi untuk mencapai suatu Tujuan.  
Berbicara soal koordinasi vertikal maka pembahasan penelitian ini akan di arahkan pada 
koordinasi dari atas ke bahwa yang di lihat dari satuan wilayah administrasi pemerintahan 
kecamatan Langowan Barat dalam mengatasi Konflik sosial yang terjadi di Desa Raringis  Utara 
dan Desa Ampreng. Karena bagaimanapun koordinasi dari atas ke bawah menjadi sangat 
penting sebagai upaya mengatasi konflik yang ada. Berdasarkan hasil wawancara bahwa 
dikatakan oleh Camat Langowan Barat, bawah koordinasi vertikal yang dilakukan oleh 
pemerintah kecamatan adalah, pemerintah kecamatan membuat media sosial Group WhattsApp  
Yang di dalam group tersebut sudah ada pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa. Fungsi 
dari adanya group tersebut adalah untuk dapat salaing berkoordinasi antara pemerintah 
kecamatan dan pemerintah desa ketika terjadi masalah keamanan dan ketentraman di wilayah 
administrasi Kecamatan Langowan Barat.  
Selanjutnya saat konflik terjadi pemerintah desa melakukan pelaporkan kepada pihak 
berwajib kepolisian baru setelah itu melaporkan kepada pihak pemerintah kecamatan langowan 
barat. Setelah itu pemerintah kecamatan mengingatkan kepada pemerintah desa agar selalu 
mengoptimalkan soal penerapan Siskambling (Sistem Keamanan dan Ketertiban). Berdasarkan 




pemerintah kecamatan dengan pihak pemerintah desa ampreng dan Desa Raringis  hanya 
sebatas komunikasi pemerintahan biasa saja tampa pun ada konflik hal itu dapat dilakukan 
kapan saja.  
Sedangkan menerut hemat berpikir peneliti bahwa seharusnya pemerintah kecamatan 
dan pemerintah kedua desa memaknai koordinasi dari atas ke bawah sebagai upaya mencari 
solusi yang lebih efektif guna mengatasi konflik sosial kedua desa tidak terjadi berulang-ulang. 
Sebagai contoh seharusnya pemerintah desa membuat peraturan desa yang mengatur soal 
ketertiban dan keamanan, jika perlu memuat soal sanksi pidana dan sanksi moral bagi pihak-
pihak yang melakukan konflik. Sehingga peneliti mengatakan pentingnya memahami makna dari 
koordinasi dari atas ke bawah. Koordinasi tersebut harus dipahami sebagai upaya membenahi 
ketentraman dan ketertiban di wilayah Langowan barat terutama di Desa Raringis  utara dan 
desa ampreng.  
 
2. Aspek Koordinasi Horisontal  
Koordinasi menjadi penting bagi sebuah organisasi karena berkaitan dengan capaian 
kerja-kerja organisasi baik secara internal dan eksternal sehingga hal ini menjadi cerminan bagi 
publik apakah organisasi bekerja dengan baik atau tidak. Jika suatu organisasi dapat memahami 
mengenai fungsi dari sebuah koordinasi maka dapat dikatakan bahwa organisasi dapat 
menjalankan tugas-tugas dengan baik termasuk antar lembaga organisasi. Dalam konteks 
penelitian ini maka koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi yang sejajar antara suatu unit 
organisasi dengan unit organisasi lain atau lebih dipahami sebagai koordinasi horisontal.  
Koordnasi horisontal dapat dipahami sebaga koordinasi antar badan (instansi), Unit-unit yang 
fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau 
mempunyai kaitan baik secara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf.  
Maka pada konteks penelitian ini koordinasi horisontal yang dimaksud adalah 
koordinasi pemerintah kecamatan dengan pihak aparat keamanan kepolisian dan rayon militer 
kecamatan Langowan Barat. Selanjutnya koordinasi antara pemerintah desa dengan tokoh-
tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Berdasarkan hasil 
wawancara bahwa camat Lagowan Barat mengatakan pemerintah kecamatan turut melibatkan 
pihak kepolisian dan rayon militer membuat media sosial Group WhatssApp untuk supaya 
dengan cepat dapat diketahui mengenai adanya masalah keamanan dan ketertiban termasuk 
konflik sosial di wilayah Langowan Barat. Selanjutnya Pemeritah kecamatan bersama aparat 
kepolisian dan rayon militer bersama mengajak tokoh masyarakat desa menghimbau dan 
mengarahan agar tidak melakukan aktivitas minuman keras serta upaya dari Rayon militer 
membatasi aktivitas malam.  
Berdasarkan keterangan diatas peneliti berpendapat bahwa koordinasi horisontal yang 
dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan desa bersama dengan pihak aparat keamanan dan 
tokoh masyarakat, sepertinya jika melihat akan konflik yang terjadi di Desa Raringis  Utara dan 
desa Ampreng maka peneliti pikir koordinasi yang ada tidak optimal dan tidak efektif. 
Seharusnya tidak cukup dengan himbauan tetapi harus ada gerak cepat yakni membatasi 
aktivitas hajatan malam, memberikan sanksi hukum yang tegas bagi yang membuat kekacauan, 
dan lainlain. Jika hanya melakukan sosialisasi dan himbauan saja tampa ada sanksi yang 
mengatur maka cukup berpotensi adanya konflik susulan. Sehingga peneliti berpendapat 
koordinasi horisontal belum dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah kecamatan 




1. Dari sisi koordinasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Langowan Barat  hanya sebatas 
group media sosial dan tidak dilakukan pendekatan-pendekatan sosiologis melalui tokoh-
tokoh adat, agama bahkan pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik, hal yang dilakukan 
hanya sebatas damai di tingkat kepolisian sehingga penegakan hukum tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Hal ini yang membuat konflik tersebut tidak selesai (berulang-ulang) 




2. Pada aspek koordinasi vertikal bentuk kordinasi yang dilakukan kurang efektif karena pada 
saat terjadi konflik pemerintah desa melaporkan kepada pihak keamanan terlebih dahulu 
setelah itu berkomunikasi dengan pemerintah kecamatan. Disisi lain pemerintah kecamatan 
hanya mengantisipasi adanya konflik dengan cara membuat group media sosial dengan 
pihak pemerintah desa dan aparat keamanan. Sehingga koordinasi vertikal yang dilakukan 
oleh pemerintah kecamatan dengan pihak pemerintah desa ampreng dan Desa Raringis  
hanya sebatas komunikasi pemerintah biasa saja, bahkan tanpa ada konflik hal itu dapat 
dilakukan kapan saja. Pada aspek koordinasi horisontal pemerintah kecamatan bersama 
aparat keamanan dan tokoh masyarakat hanya melakukan upaya sosialisasi dan pembinaan 
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